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ABSTRAK 

 

     Sehubung dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di 

pengadilan agama, dan hampir setiap permohonan dispensasi nikah 

yang diajukan ke pengadilan dikabulkan dengan alasan-alasan serta 

pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda. Salah satunya di 

Pengadilan Agama Sukadana mengabulkan penetapan dispensasi 

nikah nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn dikabulkan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Rumusan masalah dalam skripsi 

ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn? 

dan bagaimana perspektif maqāṣid syarī„ah terhadap pertimbangan 

hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim 

Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?. Adapun tujuan dari 

rumusan masalah adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 

146/Pdt.P/2021/PA.Sdn dan untuk mengetahui perspektif maqāṣid 

syarī„ah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi 

nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 

146/Pdt.P/2021/PA.Sdn. 

     Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang 

meneliti tentang penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn bersifat 

deskriptif analitis. Menggunakan sumber data dengan sumber data 

primer dan sumber data sekunder, mengumpulkan data dengan cara 

pemeriksaan data, penandaan data, dan rekontruksi data setelah data 

terkumpul maka dianalisis data secara kualitatif. 

     Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah lebih mengutamakan kemaslahatan,  sebab dalam 

penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn bahwa pemohon masih 

dibawah umur serta telah hamil dan pertimbangan tersebut untuk 

kemaslahatan maka dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut 

oleh hakim. Hal ini sesuai dengan maqāṣid syarī„ah yang 

mengutamakan kemaslahatan dibandingkan kemudaratan. 

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Maqāṣid 

Syarī„Ah 
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PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA 

 

Konsonan  

No Arab Latin  No  Arab  Latin  

 ṭ ط 16 - ا 1

 ẓ ظ b 17 ب 2

 „ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ف j 20 ج 5

 q ق ḥ 21 ح 6

 k ك kh 22 خ 7

 L ل d  23 د 8

 m م ż 24 ذ 9

 n ن r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h ه s 27 س 12

՚ ء sy 28 ش 13  

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kaifa = كَيْفََ qāla = قاَلََ kataba = كَتبَََ

 ḥaula = حَوَْلََ qīla = قيِْلََ su‟ila = سُئلََِ

هبَََُيذََْ  = yażhabu َُيقَوُْل = yaqūlu  
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MOTTO 

 

ء  جَاوِ  طِعْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فَأِنَّهُ لَهُ وَمَنْ لََْ يَسْتَ    
“Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa 

itu bagai obat pengekang baginya.”  (HR. Bukhari No. 5065 dan 

Muslim No. 1400)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul perlu 

ditegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini. Judul 

skripsi ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam 

Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Maqāṣid 

Syarī‘ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama 

Sukadana Nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn). Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut:  

 . Pertimbangan Hakim adalah merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et 

bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus 

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak diteliti baik serta cermat, maka 

putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.
1
 Pertimbangan itu sesuatu yang 

dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, 

pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk 

menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi 

nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana. 

 . Mengabulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki arti meluluskan permintaan, doa, dan harapan. 

Dalam arti lain mengabulkan adalah mengiakan. Contoh: 

Beliau tidak dapat mengabulkan permintaan yang sukar 

itu.
2
 

 . Dispensasi Nikah adalah suatu pengecualian terhadap 

ketentuan Pasal   ayat ( ) Undang-Undang Nomor   

                                                           
1
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,     ),    . 
2
 by Admin, “Arti Mengabulkan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI),” Cekpajak.co.id,     , https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-mengabulkan-

adalah/. 



  

Tahun      tentang batasan usia minimal menikah bagi 

calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 

minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal 

atau dalam keadaan tertentu. Dispensasi adalah salah satu 

dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang 

hendak menikah namun usianya belum mencukupi batas 

minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Nomor    Tahun      tentang Perkawinan.
3
 

 . Maqāṣid Syarī„ah adalah tujuan, target atau hasil akhir 

berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum 

pada manusia. Pengertian lainnya maqāṣid syarī„ah 

adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma 

serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.
4
 Teori 

maqāṣid syarī„ah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik 

manfaat dan menolak kemudaratan.
5
 Istilah yang sepadan 

dengan inti dari maqāṣid syarī„ah tersebut adalah 

maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus 

bermuara kepada maslahat. 

     Berdasarkan beberapa penjelasan istilah tersebut di atas, 

maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

adalah penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan dispensasi nikah perspektif maqāṣid syarī„ah 

(analisis penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 

   /Pdt.P/    /PA.Sdn).  

 

 

 

 

                                                           
3
 Miftakhul Janah, „Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam 

Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , 

Kuat , Berkembang Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal   Undang-

Undang Nomor   Tahun      Lahir Batin Antara Seoran‟,   September (    ),   . 
4
 Abdul Helim, Maqashid Al-Shari‟ah versus Usul Al-Fiqh (Yogyakarta: 

PUSTAKA PELAJAR,     ),  . 
5
 Yubsir, “Maqâshid Al-Syarî„ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: 

Telaah Filsafat Hukum Islam,” Jurnal AL- ADALAH   , no.   (    ):    , 

https://doi.org/  .     /adalah.v  i . 



  

B. Latar Belakang Masalah 

     Pernikahan adalah suatu kebutuhan hidup dan aspek 

penting dalam manusia serta menjadi hubungan yang normal 

agar kehidupan manusia tidak terasa hampa dan tidak 

sempurna jika tidak adanya pernikahan antara manusia dengan 

lawan jenis karena pernikahan merupakan suatu kebutuhan 

duniawi. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syari‟at 

Islam yang telah dianjurkan memiliki kesejahteraan di dunia 

ataupun di akhirat.
6
 Suatu pernikahan dianggap sah apabila 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

aturan hukum serta dilakukan sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing dan tercatat di lembaga yang berwenang 

menurut perundang-udangan.   

     Setiap pernikahan memiliki tujuan yang sesuai dengan 

petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia.
7
 Dalam mempertahankan dan mencapai 

tujuan dari pernikahan harus dilakukan oleh kedua belah 

pihak, maka dari itu suatu pernikahan bukanlah hal yang 

main-main tetapi pernikahan adalah suatu tujuan yang dicapai 

bersama yang memang telah memiliki niat secara mental 

maupun material, dalam menjadikan suatu pernikahan yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia terkadang pasangan suami 

istri menjadi kandas ditengah jalan karena faktor pernikahan 

dibawah umur yang dimana pemangku tanggung jawab belum 

siap secara fisik maupun mental.
8
 

     Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh 

untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan.
9
 Suatu pernikahan dianggap 

sakral dalam kehidupan manusia maka pernikahan memiliki 

beberapa macam ada pernikahan siri, pernikahan kontrak, dan 

pernikahan usia dini, fenomena yang sangat sering terjadi di 

                                                           
6
 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta: Kencana Mas 

Publishing House,     ),  . 
7
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana,     ),   . 

8
 Ibid.,   . 

9
 Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat 

Islam Di Kabupaten Bantaeng,” Jurispridentie   (    ):    . 



  

desa  yaitu pernikahan usia dini yang menjadi kasus terbanyak 

di perdesaan, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor 

seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor 

pergaulan yang menyebabkan orang tua memberikan izin 

kepada anaknya untuk melakukan pernikahan diusia dini, 

ketika hal ini terjadi maka akan berpengaruh terhadap 

kebiasaan keluarga yang lainnya yang ada di lingkungan 

sekitarnya karena hal tersebut mempengaruhi konsep atau 

pola pemikiran anak remaja.
10

 

     Dalam ayat Al-Qur‟an ada yang membahas mengenai 

tujuan pernikahan diterangkan dalam surat ar-Rūm [  ] ayat 

   yang berbunyi:  

نَكُم مَّوَدَّةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلِيَ ْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
لِكَ لََياَتٍ لِّقَوْمٍ يَ ت َ  ۚ  وَرَحْْةًَ  رُونَ إِنَّ فِِ ذََٰ  فَكَّ

     “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  

 

     Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku untuk semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara 

yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan yang terbaik bagi 

mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya. Hikmah pernikahan yaitu memberikan ketenangan 

lahir batin
11

 dan mencegah seorang untuk berbuat maksiat. 

Dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah diusai muda 

selama pernikahan tersebut memberikan kemaslahatan, 
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dicontohkan oleh Rasulullah dan Aisyah binti Abu Bakar, 

yang dijadikan ukurannya adalah kemampuan memenuhi 

kebutuhan standar suatu pernikahan, baik dari segi materi 

maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan 

keutuhan rumah tangga. Pernikahan mempunyai arti penting 

dalam kehidupan setiap manusia dimana pernikahan 

menimbulkan akibat hukum, kepada suami, istri, anak, orang 

tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
12

 

     Permasalahan dalam kehidupan akan sering terjadi adanya 

permasalahan dalam  pernikahan yang sering terjadi maka 

pentingnya pembatasan umur pernikahan karena dalam suatu 

ikatan pernikahan harus memahami dan sudah menguasai dari 

segi biologis dan psikologis maka dari itu dalam Undang-

Undang Perkawinan  (UUP) dinyatakan bahwasannya 

pernikahan itu harus sudah siap mental, jiwa dan raga untuk 

pernikahan supaya tidak terjadinya perceraian dalam 

perjalanan kehidupan suami istri, hingga memiliki keturunan 

yang baik dan sehat ataupun harmonis dalam rumah tangga. 

Pembatasan umur dalam pernikahan itu sangat baik karena 

mencegah terjadinya praktik pernikahan usia dini yang sering 

terjadi di perdesaan karena akibat terjadinya suatu hal yang 

negatif.
13

 

     Jika belum mencukupi umur untuk menikah maka harus 

adanya dispensasi pernikahan di pengadilan, dan memenuhi 

izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan. Dispensasi 

merupakan cara pemerintah memberikan solusi bagi beberapa 

kasus pernikahan dini seperti hamil sebelum melaksanakan 

pernikahan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa penyebabnya 

adalah pergeseran sosial serta pacaran yang seakan menjadi 

hal biasa dikalangan masyarakat. Para remaja beranggapan 

bahwa pacaran itu penting, bahkan tidak hanya untuk 

mengenali pasanganya akan tetapi remaja-remaja lebih 
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condong menjadikan waktu pacaran sebagai masa uji coba, 

atau hanya bersenang-senang. Hal seperti itu dapat dilihat 

banyaknya remaja yang tidak jarang gonta-ganti pasangan, 

sementara pacaran cenderung dalam waktu singkat. 

Akibatnya, tidak sedikit dari pergaulan bebas itu 

mengakibatkan hamil diluar nikah, aborsi, bahkan melakukan 

hal yang sangat tidak wajar, yaitu membuang bayinya karena 

malu dengan masyarakat sekitar.
14

 

     Pengadilan adalah salah satu badan hukum yang memiliki 

wewenang untuk masyarakat, yang ingin meminta izin untuk 

menikah diumur yang belum cukup dewasa dan telah 

diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor   

Tahun      Tentang Perkawinan yang diterapkan dalam Pasal 

  ayat ( ) “Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai 

umur    tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur    

tahun”. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

   ayat ( ) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur, yang ditetapkan dalam Pasal    Undang-

Undang Nomor   Tahun      yaitu calon suami sekurang-

kurangnya berumur    tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur    tahun”.
15

 

    Permasalahan pembatasan umur untuk menikah sangat 

penting untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak 

yang belum mencukupi umur. Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor    Tahun      Pasal   dijelaskan 

bahwa anak adalah yang usianya belum mencapai    tahun 

Pasal    ayat ( ) poin (c) yaitu tentang orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah 

terjadinya pernikahan usia dini
16

 akan tetapi di Indonesia batas 

umur pernikahan relatif  rendah dalam pelaksanaannya. Sering 

terjadi perkawinan pada anak-anak yang masih dibawah umur 
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akibat tidak dipatuhi dengan orang tua masalah usia dalam 

pernikahannya, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor   

tahun      Pasal   ayat ( ) bahwasnnya
17

 menghimbau dan 

mendorong supaya masyarakat melakukan pernikahan diatas 

batas umur terendah ataupun cukup umur. 

     Dalam kasus dispensasi, pemerintah memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama. 

Hakim merupakan pemilik otoritas dalam memberikan 

putusan harus berijitihad secara adil dalam memutuskan kasus 

ini. Keadilan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh 

pihak, sehingga putusan tentang dispensasi nikah dapat 

memberikan kemaslahatan untuk semua dan sesuai dengan 

tujuan pembuat syariat yakni Allah. Pernikahan usia dini yang 

nantinya akan diizinkan oleh majelis hakim yang sudah 

meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama yang 

sesuai dengan tujuan syari‟ah atau hukum Islam.
18

 Hakim 

dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam 

putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi   

unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian hukum, 

keadilan, manfaat. 

     Maqāṣid Syarī„ah dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa 

syari‟at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia 

di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan 

tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang 

jelas.
19

 Maqāṣid Syarī„ah mencakup hikmah-hikmah dibalik 

hukum, maqāṣid syarī„ah juga merupakan tujuan-tujuan baik 

yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka 

sarana menuju kebaikkan atau menutup sarana menuju 

keburukan. 
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     Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha 

menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari 

syari‟at (maqāṣid syarī„ah), karena berbagai ketentuan hukum 

memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk 

berusaha mencari alasan atau „illat dari suatu hukum, sehingga 

kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang 

sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari‟at. 

     Syari‟at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu 

beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran 

agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara kesulitan dan 

kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah 

menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan 

suatu kesulitan.
20

 

     Pada masa kini pemeliharaan uṣūl al-khamsah ini 

terkandung didalam hak-hak asasi manusia yang pada 

hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.  

a. Memelihara Agama  

     Hifẓu ad-dīn atau menjaga agama merupakan hal utama 

yang harus dijaga agar maqāṣid syarī„ah dapat tercapai, 

meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.
21

  

b. Memelihara Jiwa  

     Hifẓu an-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak 

untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar 

terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa 

pembunuhan maupun berupa pelukaan.
22

  

c. Memelihara Akal  

     Hifẓu al-„aql atau menjaga akal dimaksudkan agar 

manusia dapat menggunakan akal untuk membedakan, 
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merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat 

diraihnya baik sesuatu pada dirinya ataupundiluar dirinya. 

d. Memelihara Keturunan  

     Hifẓu al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau 

kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga 

demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga 

keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk 

manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar 

terhindar dari peperangan diantara manusia.
23

  

e. Memelihara Harta  

     Hifẓu al- māl atau menjaga harta adalah salah satu tujuan 

mensyari‟atkan hukum di bidang mu‟amalah dan jinayah, 

menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang 

dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.
24

 

     Berkaitan dengan dispensasi dalam ranah pernikahan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor    tahun      

perubahan atas Undang-Undang Nomor   tahun      tentang 

Perkawinan telah menentukan batas dimana seseorang 

diperbolehkan menikah, yaitu ketika calon pria dan wanita telah 

berusia    (sembilan belas) tahun. Dalam ijtihad yang 

berbasiskan maqāṣid, menggunakan al-qur`an dan al-hadits 

sebagai sumber hukum Islam paling primer adalah sebuah 

keniscayaan. Usul fikih yang lebih sering mendasarkan diri 

pada ketentuan teks naṣh al-qur`an dan al-sunnah, maqāṣid 

syarī„ahApenetapan hukumnya fokus pada penekanan nilai-nilai 

dan prinsip universal yang terkandung pada keduanya.
25

 

     Peran hakim dalam kasus dispensasi nikah sangatlah 

penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut yang 

berupa ketetapan semuanya ada ditangan hakim. Lantas dalam 

memberi ketetapan tersebut pasti ada dasar pertimbangan demi 

kemaslahatan bersama. Sehingga pertimbangan hakim sangatlah 

menarik untuk dikaji, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk 
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meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah dalam penetapan nomor:   / Pdt.P/     / 

PA.Sdn dan perspektif maqāṣid syarī„ah dalam pertimbangan 

hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim 

Sukadana nomor:   /Pdt.P/    /PA.Sdn. 

     Pengadilan Agama Sukadana sebagai pengadilan agama 

yang berada di Lampung Timur berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk 

permohonan dispensasi nikah. Dan terdapat banyak alasan yang 

pemohon ajukan untuk menikah dini seperti hamil diluar nikah, 

menjauhkan dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa 

pendidikan dan sudah berpenghasilan, calon pengantin yang 

berstatus yatim/piatu/yatim piatu, desakan ekonomi dan masih 

banyak lagi alasan lainnya. Alasan penulis melakukan 

penelitian di Pengadilan Agama Sukadana dikarenakan jumlah 

permohonannya sangatlah tinggi, sesuai data yang diperoleh 

dari Pengadilan Agama Sukadana jumlah pemohon dispensasi 

nikah disetiap tahunnya selalu diatas    pemohon, lebih 

tepatnya ditahun      ada    pemohon, ditahun      

berjumlah    pemohon dan ditahun      berjumlah    

pemohon. 

     Dalam pertimbangan hakim mengabulkan penetapan nomor: 

   /Pdt.P/    /PA.Sdn berdasarkan pada Undang-Undang No. 

  Tahun      yang diubah dengan Undang-Undang No.   

Tahun      dan Undang-Undang No.    Tahun     , Undang-

Undang No.    Tahun      perubahan terhadap Undang-

Undang No.   Tahun      tentang perubahan batas usia 

menikah serta PERMA No.  Tahun      dan 

mempertimbangkan kemaslahatan untuk para pemohon karena 

anak pemohon telah sangat erat hubungannya yang dimana 

kondisi calon mempelai dalam keadaan hamil sehingga hakim 

berupaya untuk menghentika mudarat. 

     Dengan pemberian dispensasi nikah lebih mengarah untuk 

kemaslahatan bersama dalam membangun kehidupan berumah 

tangga ataupun sebaliknya, sehingga penulis tertarik untuk 

membahas lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif maqāṣid 



   

syarī„ah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan 

Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif 

Maqāṣid Syarī‘ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama 

Sukadana Nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn) 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

     Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam latar 

belakang diatas antara lain sebagai berikut :  

a. Identifikasi Masalah  

 . pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi 

nikah dalam penetapan 

nomor:   /Pdt.P/    /PA.Sdn. 

 . perspektif maqāṣid syarī„ah dalam pertimbangan 

hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam 

penetapan hakim Sukadana nomor: 

   /Pdt.P/    /PA.Sdn. 

b. Batasan Masalah   

     Mengingat luasnya pembahasan yang berkenaan dengan 

putusan pengadilan agama yang ada pada peradilan di 

Indonesia. Maka penulis disini membatasi dan berfokus pada 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah 

dalam penetapan nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn serta 

perspektif maqāṣid syarī„ah dalam pertimbangan hakim 

mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim 

Sukadana nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn. 

 

D. Rumusan Masalah 

 . Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah dalam penetapan nomor:    / 

Pdt.P/    /PA.Sdn?  

 . Bagimana perspektif maqāṣid syarī„ah terhadap 

pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam 

penetapan hakim Sukadana nomor:   / Pdt.P/ 

    /PA.Sdn? 

 

 

 



   

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penyusunan 

skripsi ini adalah :  

 . Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan 

nomor:   /Pdt.P/    /PA.Sdn? 

 . Untuk mengetahui perspektif maqāṣid syarī„ah 

terhadap pertimbangan hakim mengabulkan 

dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana 

nomor:   /Pdt.P/    /PA.Sdn. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari ini adalah :  

 . Secara teoritis menambah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum Islam serta mengembangkan ilmu bidang 

syari‟ah, khususnya dalam bidang pernikahan. Untuk 

memberikan kontribusi, bagi perkembangan wawasan 

bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak 

sebagai praktisi hukum kelak.  

 . Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa 

manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan 

Agama, masyarakat umum dan penulis sekaligus sebagai 

informasi dalam mengembangkan rangakian penelitian 

lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan  

     Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa 

literatur karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa jurnal 

memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk 

menghindarinya terjadinya pengulangan hasil temuan yang 

membahas permasalahan yang sama dari seorang, maka 

penulis akan menyebutkan beberapa yang menjadi previous 

finding (penelitian, penemuan sebelumnya) literatur tersebut 

disebutkan dalam telaah pustaka ini, diantaranya adalah 

skripsi jurnal yang dibuat oleh : 

 . Rizqy Tiesa Yuliana Putri,      Analisis Sadd Al-

Dhari‟ah Terhadap  Akibat Hukum Dari Pelaksanaan  



   

Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah
 26

. Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum 

terhadap nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di 

desa Sanganom menurut peneliti ditemukan dua 

akibat hukum. Yakni yang pertama pernikahan siri, 

banyak mudaratan yang akan ditimbulkan, hak-hak 

istri tidak dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu 

pemalsuan data diri, jika ditinjau dengan analisis sadd 

al-dzari‟ah sudah sangat tepat, karena melanggar 

aturan hukum sehingga hukumnya terlarang atau 

haram. Persamaannya terletak pada pembahasannya 

yaitu dispensasi nikah. Jadi perbedaan dalam 

penelitian ini adalah terletak pada teorinya, penelitian 

ini menggunakan teori sadd al-dzari‟ah, sedangkan 

penulis meneliti dengan menggunakan teori maqāṣid 

syarī„ah. 

 . Akhmad Mujiono,      Keberlakuan Hukum 

Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan 

Seruyan Tengah  Kabupaten Seruyan
27

. Hasil 

penelitian tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah 

di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan 

ditemukan masyarakat mengutamakan fiqih klasik, 

tidak ada sosialisasi, tidak mengetahui hukum 

dispensasi nikah baik dari segi manfaat dan mudarat 

disebabkan petugas kurang aktif  mensosialisasikan, 

sehingga tidak berlaku secara efektif, masyarakat 

kurang sadar hukum. Persamaan dalam penelitian ini 

terletak pada pembahasan keberlakuan hukum 

dispensasi pada masyarakat. Jadi perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada masyarakat yang sudah 

sadar dengan hukum dispensasi nikah. 

 . Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy,      Disfungsi 

Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan 
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Perkawinan Anak.
28

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

UU         belum dapat mencegah perkawinan anak. 

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori 

yang sama-sama membahas mengenai dispensasi 

nikah. Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada objek materilnya, yaitu upaya pencegahan 

perkawinan anak Sedangkan penulis menggunakan 

objek materil tentang pandangan hakim dalam 

mengabulkan dispensasi nikah. 

 . Haniful Muttaqin, Indri Maidona dan Khoiril Latifah, 

     Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan 

Rumah Tangga (Studi di Kabupaten Oku Timur).
29

  

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti 

lakukan adalah membahas pernikahan dibawah umur . 

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian 

ini membahas mengenai dampak dari pernikahan dini 

bagi keharmonisan rumah tangga, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

fokus pada prosedur pengajuan dispensasi nikah dan 

tinjauan pandangan hakim dalam mengabulkan 

perkara dispensasi nikah perspektif maqāṣid syarī„ah. 

 . Sonny Dewi Jundiasih, Susilowati S. Dajaan, dan 

Bambang Saru Nugroho,      Kontradiksi Antara 

Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir 

Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.
30

 Persamaan 

dalam penelitian terletak pada pembahasan mengenai 

dispensasi nikah yang dimana terjadinya kontradiktif 

dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Jadi 
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perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada 

teorinya, penelitian ini menggunakan teori sosiologi 

hukum, sedangkan penulis meneliti dengan 

menggunakan teori maqāṣid syarī„ah, meskipun 

sama-sama menjadikan praktik perkawinan di bawah 

umur sebagai objek formalnya. 

     Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun 

menunjukan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara 

khusus membahas tentang penetapan Pengadilan Agama 

Sukadana Nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn tentang 

mengabulkan dispensasi nikah perspektif maqāṣid syarī„ah. 

 

H. Metode Penelitian 

     Dalam membahas penelitian ini, maka diperlukan suatu 

metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas secara jelas. Terdapat beberapa 

metode yang penulis gunakan antara lain: 

 . Jenis Penelitian  

     Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset 

yang bersifat deskriptif analitis dan cenderung 

menggunakan analisis. Penelitian kepustakaan (library 

research).
31

 Yaitu dengan buku-buku umum maupun 

agama, Al-Qur‟an, Al-hadist, dan tulisan-tulisan lain yang 

relevan.
32

 

 . Sifat Penelitian  

     Penelitian ini bersifat deskriptif analisis penelitian yang 

bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara 

sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.
33
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 . Sumber Data  

     Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan 

menjadi data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer  

     Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama. Data primer dalam 

penelitian ini adalah Al-Qur‟an, Hadis, kitab-kitab 

fikih, dan teori maqāṣid syarī„ah. 

b. Data Sekunder  

     Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku 

hukum ataupun risalah perundang-undangan, jurnal-

jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 . Metode Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan cara riset perpustakaan (library 

research) yaitu riset yang dilakukan dengan membaca 

buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. dalam riset perpustakaan ini pengumpulan 

data yang dikemukakan dari berbagai macam buku yang 

ada hubungannya dengan judul penelitian. 

 . Metode Pengolah Data  

a. Pemerikasaan Data (editing)  

     Merupakan kegiatan mengoreksi kembali data-data 

yang terkumpul apakah sudah cukup  lengkap, benar 

dan sesuai atau relevan dengan masalah. 

b. Penandaan Data (coding)  

     Yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, 

atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekonstruksi Data  

     Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, 

logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan 

permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

tahap akhir dari proses penelitian. 

 

 



   

 . Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif analisis, dalam arti 

menguraikan dengan jelas dan sistemasti tentang apa dan 

bagimana pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi nikah nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn dengan 

menggunakan pola berfikir induktif yaitu menyusun 

logika untuk mengambil kesimpulan umum
34

. 

 

I. Sistematika Penulisan 

     Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara 

keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini 

dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar 

skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini 

berdasarkan sistematika sebagai berikut:  

     Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran 

umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini 

menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, 

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritis, tinjauan pustaka, dan metode penelitian 

serta sistematika penulisan.  

     Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan 

tentang pernikahan yang meliputi tentang pengertian 

pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tinjuan tentang 

dispensasi meliputi pengertian dispensasi nikah, proses 

pengajuan dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, 

tinjuan tentang pertimbangan hakim meliputi pengertian 

pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim, 

tinjuan tentang maqāṣid syarī„ah meliputi pengertian maqāṣid 

syarī„ah, macam-macam maqāṣid syarī„ah. 

     Bab ketiga menyajikan perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sukadana pembahasan perihal bagaimana 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah 

dalam penetapan nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn? dan 

bagimana perspektif maqāṣid syarī„ah terhadap pertimbangan 
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hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim 

Sukadana nomor:    /Pdt.P/    /PA.Sdn? 

     Bab keempat menganalisis bagaimana pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 

   /Pdt.P/    /PA.Sdn? dan bagimana perspektif maqāṣid 

syarī„ah terhadap pertimbangan hakim mengabulkan 

dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 

   /Pdt.P/    /PA.Sdn? 

     Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai 

penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari 

kesimpulan dan rekomendasi. 



   

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan 

 . Pengertian Pernikahan 

     Dalam bahasa Arab pernikahan dikenal dengan istilah an-

nikāḥ (النكاح), bermakna al-waṭ‟u ) الوطء(, aḍ-ḍammu (الضم), al-

jam„u (الجمع) yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. 

Dalam literatur fikih, nikah disebutkan dengan dua kata yang 

biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari serta banyak didapati 

dalam al-qur‟an maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW 

yaitu kata nikah dan zawāj.
35

  

     Contoh dari kata na-ka-ḥa ( كح  yang terdapat pada ( ن

firman Allah surat an-Nisā‟ [ ] ayat   yang berbunyi: 

مَىَٰ فٱَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ ۚ  سِطُواْ فِ ٱلۚ  أَلََّّ تُق ۚ  تُ ۚ  خِف ۚ  وَإِن يَ تََٰ
ثَ وَربََُٰعَ ۚ  ءِ مَثۚ  ٱلنِّسَا  ۚ  دِلُواْ فَ وََٰحِدَةً أوَۚ  أَلََّّ تَع ۚ  تُ ۚ  خِف ۚ  فإَِن ۚ  نَََٰ وَثُ لََٰ

نُكُمۚ  أَي ۚ  مَا مَلَكَت ۚ  مََٰ لِكَ أدَ ۚ   أَلََّّ تَ عُولُواْ   ۚ  نَََٰ ۚ  ذََٰ
     “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.”  

 

     Demikian dengan kata zawāj dalam al-qur‟an yang berati 

kawin sebagaimana terdapat dalam QS. al-Aḥzāb [  ] ayat    

yang berbunyi: 

هَا وَطرَاً ... ن ْ ى زَيْدٌ مِّ ا قَضَٰ كَهَا لِكَيْ لََّ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَْْ حَرجٌَ  ۚ  فَ لَمَّ زَوَّجْنَٰ
هِمْ  ۚ  فِْ   ... ازَْوَاجِ ادَْعِيَاىِٕۤ
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     “...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 

istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia 

supaya tidak ada keberatan bagi mukmin untuk (mengawini) 

istri-istri, anak-anak angkat mereka...” 

 

     Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh 

untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan.
36

 Pernikahan adalah suatu 

kebutuhan hidup dan aspek penting dalam manusia serta 

menjadi hubungan yang normal agar kehidupan manusia tidak 

terasa hampa dan tidak sempurna jika tidak adanya 

pernikahan antara manusia dengan lawan jenis karena 

pernikahan merupakan suatu kebutuhan duniawi. Pernikahan 

harus dilakukan sesuai dengan syari‟at Islam yang telah 

dianjurkan memiliki kesejahteraan di dunia ataupun di 

akhirat.
37

 Suatu pernikahan dalam Islam merupakan 

kesepakatan yang kuat harus dijaga oleh kedua pihak, adanya 

kesepakatan tersebut karena seorang laki-laki telah bersaksi 

dalam akad nikah untuk menjalankan perintah Allah dalam 

melakukan dan berhubungan seks dengan baik kepada 

istrinya.
38

 

     Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor   

Tahun      Pasal   memiliki arti “Ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal   

menyatakan bahwa, “Pernikahan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan Pasal   

menyatakan bahwa pernikahan memiliki tujuan mewujudkan 
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kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan 

raḥmah”.
39

 

     Setiap pernikahan memiliki tujuan yang sesuai dengan 

petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia.
40

 Dalam mempertahankan dan 

mencapai tujuan dari pernikahan harus dilakukan oleh kedua 

belah pihak, maka dari itu suatu pernikahan bukanlah hal yang 

main-main tetapi pernikahan adalah suatu tujuan yang dicapai 

bersama yang memang telah memiliki niat secara mental 

maupun material, dalam menjadikan suatu pernikahan yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia terkadang pasangan suami 

istri menjadi kandas ditengah jalan karena faktor pernikahan 

dibawah umur yang dimana pemangku tanggung jawab belum 

siap secara fisik maupun mental.
41

 

     Adapun hukum melakukan pernikahan dilihat dari segi 

kondisi seorang yang hendak menikah dan tujuan 

menikahnya, hukum pernikahan dapat dihukumi wajib, 

sunnah, haram, makruh atau mubah.  

 ) Menikah yang hukumnya wajib yakni bagi orang-

orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan 

tergelincir pada perbuatan zina jika ia tidak menikah.  

 ) Menikah yang hukumnya sunnah yakni orang-orang 

yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk menikah, namun tidak sampai pada taraf 

dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemasiatan. 

 ) Menikah dihukumi haram jika seorang tersebut belum 

memiliki keinginan dan belum merasa mampu 

melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga 
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menimbulkan akibat yang membuat terlantar dirinya 

dan istrinya.  

 ) Menikah yang dihukumi makruh yakni orang yang 

telah mampu dan cukup mempunyai kemampuan 

untuk menahan diri sehingga tidak akan tergelincir 

dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Orang 

tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk 

dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  

 ) Menikah yang memiliki hukum mubah yakni 

seseorang yang telah mampu melakukannya namun 

apabila ia tidak melakukannya tidak dikhawatirkan 

akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga 

tidak akan melantarkan istri. Pernikahan tersebut 

hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan 

dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan 

membina keluarga sejahtera. Atau bisa dikatakan 

meragukan atau tidak meyakinkan karena mempunyai 

keinginan namun belum mempunyai kemampuan, 

mempunyai kemampuan untuk menikah tapi belum 

mempunyai kemauan yang kuat.
42

 

 . Syarat dan Rukun Nikah 

     Suatu perbuatan hukum yang dilakukan harus memenuhi 

dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang 

selalu ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu 

perkerjaan, yang dimana sesuatu tersebut termasuk rangkaian 

pekerjaan itu. Rukun merupakan pondasi dalam akad nikah. 

Syarat adalah hal-hal yang melekat dalam unsur yang menjadi 

bagian dari suatu perbuatan hukum dan jika syarat tersebut 

tidak terpenuhi maka suatu perbuatan hukum dapat 

dibatalkan.
43
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     Syarat dan rukun dalam hukum Islam menempati posisi 

penting dalam akad atau transaksi. Keduanya terikat untuk 

memberikan keabsahan suatu tindakan. Rukun dan syarat 

nikah menentukan suatu pernikahan sah atau tidaknya 

pernikahan tersebut. Ada   (lima) penetapan rukun pernikahan 

menurut Jumhur Ulama, yang dimana setiap rukun memiliki 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sahnya rukun tersebut. 

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut:  

a) Ada calon suami.  

     Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, 

jelas orangnya, baligh/dapat memberikan persetujuan 

dan tidak terdapat halangan pernikahan. 

b) Ada calon istri.  

     Syarat-syaratnya yaitu beragama (baik beragama 

Islam, Yahudi atau Nasrani), perempuan, jelas 

orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan 

tidak terdapat halangan pernikahan. 

c) Ada wali nikah.  

     Syarat-syarat menjadi wali yaitu laki-laki, dewasa, 

mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan 

perwaliannya. 

d) Terdapat saksi nikah.  

     Syarat menjadi saksi nikah yaitu minimal dua orang 

laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti 

maksud akad, Islam dan dewasa. 

e) Ijab qabul.  

     Syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan 

menikahkan dari wali, adanya penerimaan dari calon 

mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwīj atau antara 

ijab dan qabul berkesinambungan, jelas maksudnya, 

orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang ihram 

atau haji.
44

  

     Selain syarat dan rukun terdapat hal yang perlu dipenuhi 

sebagai syarat sahnya pernikahan yakni mahar. Mahar 
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merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dan 

dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam akad 

nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari 

mereka untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. 

Dalam agama Islam besaran mahar tidak dijadikan patokan 

mengenai kualitas baik dan buruknya suatu mahar, standar 

mahar dalam agama Islam dari kemampuan dan kemauan 

serta adanya kesukarelaan dari pihak laki-laki yang 

merupakan bagian dari nilai moderat yang dimiliki ajaran 

agama Islam.
45

 

     Prodjohamidjojo mengemukakan pendapatnya pernikahan 

dianggap sah apabila diselenggarakan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut 

hukum syari‟ah (bagi yang beragama Islam), dan dicatat 

menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai 

Pencatatan Nikah.
46

 Pernikahan dapat dikatakan sah bila 

sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan 

asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor   Tahun      Bab II 

Pasal   sampai Pasal    sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang (UU) Nomor    Tahun      mengatur 

mengenai syarat-syarat pernikahan sebagai berikut: 

 ) Adanya persetujuan kedua calon mempelai 

 ) Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon 

mempelai yang belum berumur    tahun. 

 ) Batas umur untuk nikah 

 ) Tidak terdapat larangan pernikahan 

 ) Tidak terikat oleh pernikahan yang lain. 

 ) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri 

yang sama yang hendak dinikahi. 

 ) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah). 

 ) Memenuhi tata cara pernikahan. 
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     Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi saat 

dilakukannya pernikahan, suatu pernikahan juga memiliki 

tujuan seperti yang dikemukakan oleh Abdullah bin 

Abdurahman Ali Bassam bahwa tujuan dari pernikahan yaitu: 

a) Menjaga kemaluan suami dan istri dan membatasi 

pandangan masing-masing keduanya 

b) Memperbanyak umat dengan keturunan 

c) Menjaga nasab 

d) Pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, 

yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan 

dilaksanakan 

     Selain rukun, syarat dan tujuan pernikahan juga terdapat 

hikmah didalam pernikahan bagi yang melakukan pernikahan 

secara sah yakni: 

a. Menghindari zina  

b. Merendahkan pandangan karena melihat wanita yang 

diharamkan 

c. Mengindari penyakit kelamin karena perzinahan 

d. Menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta 

rasa tanggung jawab 

e. Melaksanakan perintah agama 

f. Menghubungkan tali silahturahmi persaudaraan 

 

B. Dispensasi Nikah 

 . Pengertian Dispensasi Nikah 

     Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan 

khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. 

Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apaapa yang 

biasanya dilarang oleh pembuat UndangUndang (UU). 

Sedangkan C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi 

adalah penetapan yang sifatnya declaratoir, yang menyatakan 

bahwa putusan sebagai suatu keadaan yang sah menurut 

hukum. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus 

Hukum mendefiniskan secara ringkas bahwa dispensasi 

adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. 

Jadi dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan dibawah 



   

umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai 

alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan 

hakim.
47

 

     Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa 

“pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti 

suatu pernikahan harus didasarkan pada agama dan 

kepercayaan masing-masing. UUP juga menentukan dan 

menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam 

perkawinan mengenai pembatasan umur.
48

 

     Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan-

ketentuan peraturan hukum ataupun UU yang harusnya 

berlaku secara formil. Dispensasi nikah merupakan 

pengecualian terhadap ketentuan Pasal   ayat ( ) Undang-

Undang Nomor   tahun      tentang pembatasan usia 

minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang 

belum mencapai usia minimal menikah karena adanya 

beberapa hal atau keadaan tertentu. Undang-Undang 

Perkawinan Nomor    Tahun       tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor   Tahun      tentang Perkawinan 

ditetapkan bahwa umur calon laki-laki    tahun dan umur 

calon perempuan    tahun dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya pernikahan anak-anak, agar calon mempelai telah 

masak jiwa raganya dalam membentuk sebuah keluarga yang 

bahagia dan kekal.
49

 Serta mencegah terjadinya perceraian, 

meminimalisir angka kelahiran yang tinggi yang 

mengakibatkan kematian pada ibu hamil yang refatif tinggi. 

     Dalam Pasal   Undang-Undang Nomor    Tahun      

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor   Tahun      

tentang Perkawinan, menegaskan suatu keadaan yang sangat 
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mendesak seorang dapat mengajukan permohonan dispensasi 

nikah ke pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung 

yang cukup dan sudah mendapatkan izin dari orang tua. 

Pengadilan agama yang memberikan dispensasi nikah 

memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta 

menghindari kemudaratan.
50

 

     Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menerapkan umur 

bagi calon pengantin mempertimbangkan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga pernikahan berdasarkan surat an-

Nisā‟ [ ] ayat ( ) berbunyi: 

ى حَتَّٰ  مَٰ هُمْ  ۚ  اذَِا بَ لَغُوا النِّكَاحَ  ۚ  وَابْ تَ لُوا الْيَتَٰ ن ْ ا الِيَْهِمْ ۚ  رُشْدًا فاَدْفَ عُوْ فاَِنْ اَٰنَسْتُمْ مِّ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  ۚ  اِسْراَفاً وَّبِدَاراً انَْ يَّكْبَ رُوْا  ۚ  وَلََّ تأَْكُلُوْهَا ۚ  امَْوَالََمُْ 

راً فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوْفِ  ۚ  فَ لْيَسْتَ عْفِفْ  فاَِذَا دَفَ عْتُمْ الِيَْهِمْ امَْوَالََمُْ  ۚ  وَمَنْ كَانَ فَقِي ْ
هِ حَسِيْبًا ۚ  شْهِدُوْا عَلَيْهِمْ فاََ  ى باِللَّٰ   وكََفَٰ

     “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan 

harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah 

kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka 

dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, 

maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 

yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia 

makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu 

menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”  

 . Proses Pengajuan Dispensasi Nikah 

     Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria 

yang belum berumur    tahun dan calon pengantin wanita 
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belum berumur    tahun. Sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-Undang No.   Tahun      tentang Perkawinan:  

“PerkawinanahanyaddiizinkanajikabpihakBpriaAmencapaiau

murA  atahun danapihak wanita sudahamencapaiaumur 

  atahun.” 

     Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal  ayat ( ) Pasal ini 

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
51

 

     Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-

Undang, dalam PERMA No.    tahun      ditentukan:  

     Dispensasi pengadilan agama, adalah penetapan yang 

berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai 

umur    tahun dan calon istri yang belum mencapai umur    

tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.
52

  

     Apabila seorang calon suami belum mencapai umur    

tahun dan calon istri belum mencapai umur    tahun hendak 

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari 

pengadilan agama. Dalam proses pengajuan dispensasi nikah 

yang berhak mengajukan permohonan adalah kedua orang tua 

calon mempelai.
53

 Jika orang tua dari calon pengantin sudah 

bercerai maka pengajuan permohonan tetap dilakukan oleh 

kedua orang tuanya tetapi diperbolehkan salah satu orang tua 

yang mengajukannya yang dimana orang tua tersebut telah 

ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh (hak ḥaḍanāh) oleh 

putusan pengadilan, namun jika orang tuanya telah meninggal 

atau tidak diketahui keberadannya maka pengajuan 

permohonan tersebut diajukan oleh orang tua yang masih 

hidup. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, 

atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan 

dispensasi nikah diajukan oleh wali. Setiap permohonan 
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dispensasi nikah yang telah memenuhi persyaratan 

administratif, panitera membuat daftar ceklis kelengkapan 

administrasi pengajuan permohonan tersebut. 

     Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi 

nikah adalah berupa:  

 ) Surat permohonan; 

 ) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang 

tua/wali;  

 ) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);  

 ) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu 

Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;  

 ) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu 

Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon 

suami/istri;  

 ) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau 

surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. 

     Jika terdapat salah satu syarat yang tidak dapat 

terpenuhi, maka diperbolehkan untuk menggunakan 

dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas dan status 

pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.
54

 

     Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di 

pengadilan agama adalah sebagai berikut;  

a. Meja  Pengaduan atau Konsultasi  

     Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, 

pemohon ke meja pengaduan atau konsultasi terlebih 

dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana 

cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di 

meja pengaduan atau konsultasi pemohon dapat minta 

tolong untuk dibuatkan surat permohonan.  

b. Meja I  

     Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda 

tangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, 

pemohon menghadap pada meja pertama yang akan 

menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya 

pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya 
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panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi 

untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan 

Pasal     RBg/ Pasal     ayat ( ) HIR/Pasal    ayat ( ) 

UUPA, meliputi;  

 . Biaya kepaniteraan dan biaya materai.  

 . Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan 

biaya sumpah.   

 . Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim 

yang lain.   

 . Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain 

atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan 

perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan 

berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidak 

mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan 

surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat 

yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak 

mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 

 ,   dan ditulis dalam SKUM.  

c. Kasir  

     Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan 

menyerahkan surat permohonan dan SKUM kasir 

kemudian:   

 . Menerima uang tersebut dan mencatat dalam 

jurnal biaya perkara.   

 . Menandatangani dan memberi nomor perkara 

serta tanda lunas pada SKUM.   

 . Mengembalikan surat permohonan dan SKUM 

kepada Pemohon.  

d. Meja II   

     Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan 

menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah 

dibayar kemudian Meja II:   

 . Memberi nomor pada surat permohonan sesuai 

dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai 

tanda telah terdaftar maka petugas meja II 

membubuhkan paraf.   



   

 . Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang 

telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada 

pemohon dan mencatat Surat Permohonan 

tersebut pada buku Register Induk Perkara 

Permohonan sesuai dengan jenis perkara. 

 . Dasar Hukum Dispensasi Nikah 

     Udang-Undang Nomor   Tahun      tentang 

Perkawinan merupakan regulasi yang membahas secara 

rinci permasalahan seputar pernikahan, diantaranya yaitu 

aturan batas usia pernikahan yang menjadi persyaratan 

agar dapat melaksanakan perkawinan. Aturan tersebut 

ialah calon mempelai wanita yang sudah berusia    tahun, 

sedangkan calon mempelai pria sudah berusia    tahun. 

Apabila kedua calon belum mencapai batas usia tersebut, 

maka mereka dapat mengajukan dispensasi nikah ke 

pengadilan.
55

 

     Namun seiring berlakunya aturan tersebut, pemerintah 

menemukan banyak promblematika yang melibatkan usia  

pernikahan. Diantaranya yaitu tingginya angka 

permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan, 

maraknya pernikahan dini, serta banyaknya permohonan 

dispenasi nikah dikabulkan. Melihat problematika 

tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas mengenai 

perkara dispenasi nikah. 

     Pengambilan kebijakan itu dimulai dengan melakukan 

revisi batas minimal usia diperbolehkannya melaksanakan 

pernikahan yang dipelopori oleh putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan bahwa batas usia 

diizinkannya pernikahan inconstitutional bertentangan 

dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan 

bahwa definisi “anak” yaitu seseorang yang berumur    

tahun ke bawah.
56
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     Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan kebijakan 

baru mengenai batas usia diizinkannya pernikahan yaitu 

Undang-Undang Nomor    Tahun      tentang 

Perkawinan yang disahkan pada tanggal    Oktober     . 

Regulasi tersebut mengatur secara lebih tegas mengenai 

aturan dispensai nikah. 

     Dalam Pasal   ayat ( ) dinyatakan bahwa pernikahan 

hanya dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah 

berusia    tahun. Terdapat kenaikan batas usai perempuan 

dalam pernikahan dari sebelumnya. Pasal   ayat ( ) 

merupakan dasar hukum legalitas pengajuan permohonan 

dispensasi nikah ke pengadilan oleh orang tua pihak pria 

dan wanita dengan alasan sangat mendesak yang disertai 

dengan bukti pendukung yang cukup. 

     Pasal   ayat ( ) menyatakan bahwa dalam proses 

pemeriksaan dispensasi nikah, hakim diwajibkan untuk 

mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. 

Berdasarkan pasal ini, berarti dalam pemeriksaan 

dispensasi nikah pernyataan anak mestilah menjadi 

pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan 

dispensasi nikah. Aturan ini merupakan aturan tambahan 

mengenai dispensasi nikah yang tidak diatur sebelumnya. 

     Seiring dengan aturan terbaru mengenai perubahan 

terhadap batas usia melaksanakan pernikahan, pada 

tanggal    November      Mahkamah Agung 

menertibkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor   Tahun      tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai 

payung hukum terhadap proses mengadili permohonan 

dispensasi nikah. Dalam pertimbangannya, PERMA 

menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia 

Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai 

manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan 

berkembang. PERMA  ini juga berdasarkan pada 
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Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua 

tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan 

kepentingan terbaik bagi anak.
57

 PERMA mengatur 

tentang bagaimana alur pemeriksaan dispensasi nikah, 

diantaranya yaitu ruang lingkup persyaratan adminitrasi, 

pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan 

dan dipertimbangkan oleh hakim, sehingga kriteria hakim 

yang dapat mengadili perkara dispensasi nikah.  

 

C. Pertimbangan Hakim 

 . Pengertian Pertimbangan Hakim 

     Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) 

dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, 

baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari 

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (MA).
58

 

     Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan 

adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus 

perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting 

dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta 

yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan 

putusan hakim yang benar dan adil. 

     Dalam menetapkan keputusan hakim harus menekankan 

kepada asas kepastian hukum agar terciptanya keteraturan 

dan keteriban dalam masyarakat. Asas keadilan berarti hakim 

dalam mempertimbangkan hukum yang hidup pada 
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masyarakat, dimana yang menjadi kebiasaan dan ketentuan 

hukum tidak tertulis. Dan menekankan terhadap asas 

kemanfaatan lebih bernuansa dalam segi ekonomi, yang 

berdasarkan kepada pemikiran bahwa hukum ada untuk 

manusia, yang dimana hukum menjadi bermanfaat untuk 

masyarakat umum.
59

 Pertimbangan hakim diklarifikasikan 

menjadi dua yaitu: 

     Pertama, pertimbangan hukum berarti hakim harus 

menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil 

dan bukti-bukti hukum yang telah diajukan. Bukti-bukti 

disyaratkan menurut Undang-Undang adalah
60

: 

a. Bukti surat 

 ) Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak 

pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa/Kelurahan 

 ) Surat pemberitahuan penolakan 

melangsungkan pernikahan (Model N- ) 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) 

b. Bukti saksi 

     Bukti saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan 

adalah dua orang, dalam perkara ini adalah permohonan 

dispensasi nikah maka keadaan saksi jika diperlukan saja. 

     Hakim dalam mempertimbangkan perkara berdasarkan 

hukum Islam, yaitu menolak bahaya lebih didahulukan 

untuk mendatangkan kebaikan, dan kemudaratan harus 

dihilangkan tanpa menimbukan kemudaratan lain. Mudarat 

menurut persepsi hakim adalah ditakutkan bilamana tidak 

dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan 

dibawah tangan yang mengacaukan proses-proses hukum 

yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang 

dilahirkannya menurut Undang-Undang. 

     Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat yang dimana 

pernikahan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian bagi 
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masalah sosial yang terjadi seperti menikahkan anak yang 

sudah hamil terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa malu 

yang apabila tidak dinikahkan terlebih dahulu maka anak 

perempuan yang hamil tanpa suami tersebut akan dihina dan 

dikucilkan oleh masyarakat
61

. 

Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat hal-hal 

berikut: 

 ) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-

dalil yang tidak disangkal 

 ) Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala 

aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti 

dalam persidangan. 

 ) Adanya bagian dan petitum penggugat harus 

dipertimbangkan satu persatu hingga hakim dapat 

menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan 

dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan dalam amar 

putusan. 

     Suatu putusan yang baik harus memenuhi   (tiga) unsur 

aspek secara berimbang, sebagai berikut: 

a. Kepatian Hukum 

     Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari tindakan yang sewenang-

wenang yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. 

Kepastian hukum harus ditegakan secara tegas dan tidak 

terdapat penyimpangan. 

a) Keadilan 

     Dalam penegakan hukum masyarakat sangat 

mengharapkan keadilan didalamnya, maka penegak 

hukum dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan 

nilai-nilai keadilan yang dimana hukum mengikat setiap 

orang dan memiliki sifat tidak membanding-bandingkan 

status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

b) Manfaat 

     Dalam pelaksanan atau penegakan hukum jangan 

sampai menimbulan keresahan dalam kehidupan 
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bermasyarakat, yang dimana dalam penegakan hukum 

ataupun pelaksanaan hukum masyarakat mengharapkan 

kemanfaatan didalamnya.
62

 

 . Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

     Yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan 

perkara dispensasi nikah yakni hakim lebih mengutamakan 

asas kemanfaatan hukum, dilihat dari sudut sosiologi hukum, 

tujuan hukum, yang menitik beratkan kepada kemanfaatan. 

     Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus atau 

menetapkan suatu perkara perlu didasarkan kepada teori dan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 

teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak 

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur 

tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan 

kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar      Bab IX 

Pasal    dan Pasal    serta di dalam Undang-Undang Nomor 

   Tahun     . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada 

pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia.
63

 

     Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini 

mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, 

kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun     . Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak 

karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim dalam 

melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah 

bebas, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau 
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tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun 

atau kekuasaan apapun. 

     Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan 

tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang 

esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim ciri-ciri 

negara hukum adalah:   

a. Pengakuan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi 

manusia  (human rights) mengandung keasasan dalam 

bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kultural, 

pendidikan dan agama. 

b. Peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi 

oleh suatu kekuasaan atau  kekuatan apapun.  

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal.  

     Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 

(peradilan), hakim tidak boleh dipengaruhi oleh 

kekuasaan apapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak 

berhak ikut campur dalam soal peradilan yang 

dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab sendiri 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah 

ditetapkannya. Hakim tidak berada dibawah komando 

siapapun dalam memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara. Kebebasan hakim dalam negara hukum 

Indonesia pernah terganggu, hakim menjadi tidak bebas 

melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan).
64

 

     Ketua Mahkamah Agung diberi status menteri, berarti 

pembantu presiden. Padahal menurut Undang-Undang 

Dasar Tahun     , Mahkamah Agung merupakan organ 

kekuasaan yudikatif tertinggi sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman tertinggi dalam wilayah negara 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Pengaruh eksekutif tersebut jelas diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor    Tahun      tentang pokok-

pokok kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan 

Undang-Undang tersebut bahwa:  
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     “demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan 

bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat 

mendesak, presiden dapat turut atau ikut campur tangan 

dalam soal-soal pengadilan”.
65

 

     Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa 

pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang. 

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor    Tahun 

     diudang-undangkan Undang-Undang Nomor    

Tahun      tentang Peradilan Umum dan Mahkamah 

Agung. Kedua Undang-Undang tersebut jelas merupakan 

pelanggaran dan perkosaan terhadap asas kebebasan 

peradilan, sebagai salah satu ciri negara hukum. 

Kebebasan peradilan yang telah diatur dalam Undang-

Undang      harus dilaksanakan kembali. Undang-

Undang yang mencabut kedua Undang-Undang yang 

disebutkan di atas adalah Undang-Undang Nomor   

Tahun     . 

     Undang-Undang baru yang dimaksud adalah Undang-

Undang Nomor    Tahun      tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang 

Nomor    Tahun     . Kemudian Undang-Undang 

Nomor    Tahun      tentang Mahkamah Agung dan 

Undang-Undang Nomor   Tahun      tentang Peradilan 

Umum, kedua Undang-Undang ini menggantikan 

Undang-Undang Nomor    Tahun      Tentang 

kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim 

yang tidak memihak. Seorang hakim dianggap tahu akan 

hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa 

perkara. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya 

diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan 

pendapat ahli hukum terkenal. Hakim dalam memberikan 

putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, 
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tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.
66

 

 

D. Maqāṣid Syarī‘ah  

 . Pengertian Maqāṣid Syarī„ah 

     Dalam etimologi maqāṣid syarī„ah merupakan gabungan 

istilah dari dua kata yaitu maqāṣid dan syarī„ah. Maqāṣid 

adalah bentuk plural dari maqāṣid, qaṣada maqṣud atau 

quṣud yang merupakan gabungan istilah dari kata kerja 

qaṣada-yaqṣudu, yang bermakna banyak menuju suatu arah 

ataupun jalan tengah adil tidak berlebihan dan kekurangan. 

Kata syarī„ah dalam etomologi memiliki makna jalan yang 

lurus menuju mata air atau jalan kearah sumber pokok 

kehidupan, dan secara terminologi syarī„ah adalah an-nuṣhuh 

al-muqadasah (teks-teks suci) dari al-qur‟an dan as-sunnah 

yang mutawatir, yang belum sama sekali dicampur dengan 

pemikiran manusia.
67

 

     Maqāṣid syarī„ah menggunakan dasar hukum yang 

tercantum dalam naṣh-naṣh al-qur‟an dan sunnah Nabi SAW. 

Maqāṣid syarī„ah merupakan suatu hal yang penting dalam 

suatu rangka untuk memahami naṣh-naṣh syara‟, 

mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-

kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum 

yang tidak ditemukan naṣhnya, sebab lafad-lafad 

mengandung makna dari suatu alternatif. 

     Dalam literatur hukum Islam maqāṣid syarī„ah memiliki 

arti bahwa Allah dan para utusannya sebagai pembuat 

hukum, penetapan hukum bertujuan untuk memberikan 

manfaat kepada seluruh umat manusia, seperti memelihara 

kelangsungan hidup dan mengembangkan kualitas dan 

kuantitas material dan spiritual. Maqāṣid syarī„ah dilihat dari 
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sisi lain merupakan teori dalam metode filosofis hukum 

syari‟ah bertujuan mewujudkan kepentingan umat manusia 

dan memperhatikan pengaruh hukum syari‟ah terhadap 

penetapan hukum.
68

 

 . Macam-macam Unsur Maqāṣid Syarī„ah 

     Menurut Imam Al-Syatibi maqāṣid syarī„ah merupakan 

tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan 

atau kebaikan hamba baik di dunia maupun akhirat. Ia 

melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa 

penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. 

Dalam maqāṣid syarī„ah ada lima unsur atau disebut uṣūl al-

khamsah  merupakan bagian dari kebutuhan darūriyyāt, 

sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak 

dilakukan Al-Syatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut 

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

a. Memelihara Agama 

     Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang 

berkaitan dengan aqidah, ibadah, hukum-hukum yang 

disyariatkan Allah kepada manusia.
69

 Semua 

terrangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. 

Dengan melaksanakan semua ketentuan ini 

menjadikan manusia disebut sebagai orang yang 

menjalankan kehendak syariat dan termasuk 

memelihara agama. 

b. Memelihara Jiwa  

     Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan 

berlangsungnya kehidupan manusia, Islam 

mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu 

terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, 

tempat tinggal. Ada juga tentang hukum qiṣāṣ 

(hukuman setimpal), fidyah (denda), al-kafārat 

(tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. 
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Dikenakan hukum haram bagi orang yang 

mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada 

kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga 

jiwanya (diri) dari bahaya.
70

 

c. Memelihara Akal 

     Akal adalah anggota tubuh yang vital pada 

manusia. Dengan akal inilah manusia dapat 

membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu 

yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya 

ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan 

hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga 

merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia 

mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh 

yang lain. 

d. Memelihara Keturunan  

     Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap 

orang. Oleh karena itu keturunan merupakan 

kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan 

keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar 

keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang 

jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan 

demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya 

keturunan.
71

 

e. Memelihara Harta  

     Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada 

hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di 

tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan 

dipertanggungjawabkan dihari perhitungan kelak. 

Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka 

penggunaannya pun harus sesuai dengan yang 

ditentukan dalam Islam.
72
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